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ABSTRAK 

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan sarana penyesuaian terhadap 

perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Di dalamnya terkandung kewajiban 

atau aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif. Proses menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum 

dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dalam kontrak perwalian dan penjaminan, kepemilikan subjek perwalian 

dialihkan kepada obligee, dan debitur hanya memiliki kendali ekonomi atas subjek perwalian 

sebagai penerima manfaat atau pemilik. Dengan kata lain, obligor tidak memiliki legalitas 

hukum atau hak untuk mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga, dan jika menyerahkan 

barang jaminan tanpa persetujuan penerima jaminan, tanggung jawabnya menjadi batal demi 

hukum. Seorang obligor yang menitipkan dan mengembalikan barang jaminan dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana karena obligee melakukan perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, 

upaya hukum yang tersedia bagi kreditur adalah tuntutan pidana, karena merupakan tindak 

pidana yang berkaitan dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Juga melalui tindakan 

perdata untuk non-pembayaran atau non-kinerja kreditur. 
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